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A. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan nasional dipengaruhi oleh sektor pembangunan 

ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan roda penggerak 

pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Tenaga kerja yang 

potensial akan  mempengaruhi produktivitas dan pendapatan nasional. 

Semakin besar produktifitas dan pendapatan nasional berarti 

pertumbuhan ekonomi semakin baik. Pada posisi inilah tenaga kerja 

sangat berperan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional. 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah 

penduduk cukup besar. Besarnya jumlah penduduk ternyata membuat 

masalah tersendiri yaitu pengangguran. Nanga mendefinisikan 

pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong 

dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif 

tidak sedang mencari pekerjaan.1 

Pertumbuhan tenaga kerja yang diperkirakan masih tinggi selama 

era globalisasi disebabkan kemampuan dan keahlian tenaga kerja yang 

                                                           
1
 (http://nitaratnasari94.blogspot.com/2013/05/penyebab-tingginya-angka-pengangguran.html) 
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tidak sesuai dengan kebutuhan kerja. Adapun jumlah tenaga kerja di 

Kota Tangerang dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 1 
Data Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Usia 

 
 

Sumber : tangerangkota.bps.go.id 

Permasalahan pengangguran terus meninggi setiap tahun. Jika 

masalah pengangguran ini tidak dapat tertangani dengan efektif, menurut 

Siagian dapat mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan ekonomi 

sehingga dapat meningkatkan kecemburuan sosial dan keresahan sosial, 

semakin tingginya gangguan keamanan dan ketertiban umum dan 

menjamurnya perumahan kumuh serta urbanisasi yang tidak terkendali.2 

                                                           
2
 Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), h. 26. 

Golongan 

Umur 

Angkatan Kerja 

Bekerja Pengangguran Jumlah 

15 -19 41.102 27.205 68.807 

20 - 24 125.122 22.108 147.230 

25 - 29 150.454 12.555 163.009 

30 - 34 170.644 5.970 176.614 

35 - 39 117.792 8.789 126.581 

40 - 44 107.762 3.175 110.937 

45 - 49 75.031 1.422 76.453 

50 - 54 61.613 2.195 63.808 

≤ 55 51.976 1.072 53.048 

2013 901.496 84.991 986.487 

2012 840.092 76.134 916.226 
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Masalah pengangguran pada saat ini semakin mendapat perhatian 

serius dari pemerintah dalam rangka pembangunan nasional yang 

menghendaki pemerataan dengan semakin bertambahnya tenaga kerja 

yang belum mendapat pekerjaan setiap tahunnya. Padahal sumber daya 

manusia yang besar merupakan modal dasar pembangunan dalam arti 

sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan jika dapat diarahkan 

secara efektif. Sumber daya manusia yang mempunyai bakat kreatifitas, 

keterampilan, pengetahuan dan kecakapan yang tinggi dapat membantu 

tercapainya keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu perlu 

ditingkatkan langkah-langkah pengembangan tenaga kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan, antara lain melalui pendidikan dan 

pelatihan kerja. 

Pelatihan kerja Menurut Flippo pelatihan merupakan suatu 

tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang 

pegawai untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.3 Dalam hal ini 

pemerintah mengupayakan dan mengusahakan untuk menciptakan 

tenaga-tenaga terampil guna meningkatkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia Indonesia. 

                                                           
3
 Ahmad Tohardi, Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: CV. Mandar 

Maju, 2002), h. 236 
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Pemberian pendidikan dan pelatihan kerja itu ditujukan kepada 

setiap tenaga kerja baik dari angkatan kerja yang belum bekerja maupun 

yang sudah bekerja, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang 

nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. 

Pemberian bekal pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon 

tenaga kerja dimaksudkan agar tenaga kerja tersebut dapat 

meningkatkan kemampuan sehingga siap untuk memasuki lapangan 

pekerjaan, sebagaimana menurut Jucius tujuan dari pelatihan tidak 

hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau 

kemampuan, akan tetapi juga untuk meningkatkan bakat.4  

Peningkatan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja 

melalui jalur pendidikan nonformal yaitu dengan pelatihan kerja 

merupakan tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan melalui Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota 

Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 

Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.  

                                                           
4
 Ibid 
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Terdapat 6 (enam) program pelatihan di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota Tangerang yaitu program 

pelatihan menjahit pakaian, las, montir mobil bensin, montir sepeda 

motor, tehnik pendingin, dan satpam. Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota Tangerang bersama Dinas Tenaga 

Kerja mempunyai fungsi dan peranan untuk menyiapkan tenaga terampil 

siap pakai pada berbagai sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. 

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, 

meningkatkan dan mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja 

guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga 

kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan 

untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan 

kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat 

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi 

jabatan atau pekerjaan. 

Hasil dari observasi awal yang peneliti lakukan, terdapat lulusan-

lulusan peserta pelatihan kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai 

Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota Tangerang yang mampu membuat usaha 

secara mandiri berbekal keterampilan yang dimiliki setelah mengikuti 

pelatihan kerja. Usaha mandiri yang dibuat oleh lulusan UPTD BLK Kota 
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Tangerang dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok dengan 

temen latihan kerja yang lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pelatihan kerja yang 

diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja 

(UPTD BLK) Kota Tangerang diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi 

masalah ketenagakerjaan yaitu tenaga kerja yang memiliki kemampuan 

dan keahlian khusus yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan 

dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.  

Penyelenggaraan suatu pelatihan membutuhkan pengelolaan 

pelatihan yang tepat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan. Pelaksanaan pelatihan bukan hanya 

pada proses pembelajaran pelatihannya saja, ada unsur-unsur lain yang 

perlu diperhatikan seperti kurikulum, dana, sarana dan prasarana, 

penyebaran informasi lembaga, dan prosedur perekrutan peserta didik. 

Guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan program 

pelatihan yang ada sehingga pelaksanaan program pelatihan tersebut 

dapat terselenggara sebagaimana mestinya, maka pada kesempatan kali 

ini peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan penyelenggaraan pelatihan 

di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota 

Tangerang. 
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B. Fokus Penelitian 

Dalam pelaksanaan pengelolaan program pelatihan di UPTD BLK 

Kota Tangerang terdapat banyak komponen yang terkait. Secara garis 

besar komponen tersebut antara lain: pengelola, instruktur, peserta 

(siswa), sarana prasarana, kurikulum, serta kegiatan belajar mengajar. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) 

Kota Tangerang dalam pelaksanaan program pelatihan mempunyai 

peran yang sangat penting dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang 

terampil, potensial, dan mampu bersaing dalam memasuki pasar kerja. 

Berangkat dari penjelasan tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja 

(UPTD BLK) Kota Tangerang merencanakan pelatihan? 

2. Bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja 

(UPTD BLK) Kota Tangerang mengorganisasikan pelatihan? 

3. Bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja 

(UPTD BLK) Kota Tangerang menggerakan pelatihan? 

4. Bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja 

(UPTD BLK) Kota Tangerang mengawasi pelatihan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan 

dan menganalisis hal-hal sebagai berikut: 

1. Perencanaan pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai 

Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota Tangerang 

2. Pengorganisasian pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai 

Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota Tangerang 

3. Penggerakan pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai 

Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota Tangerang 

4. Pengawasan pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai 

Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota Tangerang 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti, hanya ingin mengetahui bagaimana pengelolaan 

program pelatihan ketenagakerjaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Balai Latihan Kerja (UPTD BLK Kota Tangerang). 

2. Bagi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Jakarta, sebagai sumbangan ilmu bagi instansi 

pendidikan serta sebagai bahan refrensi bagi kalangan akademisi. 
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3. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) 

Kota Tangerang, diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi 

dalam penyelenggaraan program pelatihan ketenagakerjaan di Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota 

Tangerang baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. 

4. Bagi Kalangan Umum (Masyarakat), diharapkan dapat menambah 

wawasan dan meningkatkan pengetahuan mengenai proses 

pengelolaan program pelatihan ketenagakerjaan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota Tangerang yang 

merupakan kajian dari Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. 

 


